BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR !*Y4  TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA =

BUPATI JEMBER,
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Menimbang : a. bahwa dalam rangka “pai/‘taéi jProgram/\Prlorltas N}s&dnal

L Py
Penyederhanaan —Birc kr 181, dlpandang “ @u/ “melakukan
perubmap Ke dl dukan susunaﬁ@/ rganisasi, tugas dan

rg ertd t ﬁm%a Inépekt,orat
H/B hwal ’Perétjréﬂ\ Buﬁ@° Nomor 34 Tahun 2016 tentang

léedudu/k;r%r/ Jrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

upaten Jember;

-/

/Kerjg In torat Kabupa‘en Jember sudah tidak sesuai dengan

//pé\émbangan peraturin perundang- undangan, sehingga perlu
disesuaikan;

/ c. bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlt menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-uncangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomcr 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah oseberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat/’//
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 -Nor rn/or
114, Tambahan Lembaran Negara Republik I do iesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan/ at@n - Pemerintah
Nomor 72 Tahun 20!9 (Lembartar Negara Repuglﬁk Indonesia_—

/ 2
Tahun 2016 Nomor 187, ‘a’mb/ahan LembararﬂN egéra

/'

e publik

O | | | \ \ |
/A , BRI IR
5. Peratu mgpmtah ‘N( \m rill Tahl,m 2017 tentang Manajemen

i‘ \‘/

“Oﬁl(ﬁf /} V agaimara telah diubah dengan Peraturan

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

eraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerinteh Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor €041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturen Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;



o

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayasunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaar Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 _— -

ity

(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 6 Nomor 3,

tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat

SUSUNAN
SERTA TATA KERJA

Menetapkan

BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 '

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupate1 Jember.

Bupati adalah Bupati Jeraber.
Sekretaris Daerah adalat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Inspektorat adalah Inspe<torat Kabupaten Jember.

Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Jember.

O kWD

Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten |

Jember. }

7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada |
Inspektorat Kabupater Jember.

8. Kepala Sub Bagian adaleh Kepala Sub Bagian pada Inspektorat
Kabupaten Jember.

9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitar dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
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(1)

(2)

(3)

(4)
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f

(1)

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki

Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB I

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudulian

Pasal 2
Inspektorat merupalkan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung awab kepada Bupati melalui SekretaLLS/
Daerah. —
Inspektorat sebagaimana dimaksud pada /\(1/7 mempunyai
tugas membina dan mengawa& péla/quaHaan urusan

\

pemerintahan yang me'lja ewenangaﬂ daerah‘ serta tugas/

Y. ‘ |
lain yang diberikan ef: JﬂrBﬁp&t/ N e ‘/ /I /

| \'\/ .
imana dimaksud

nis bidang pengawasan dan

Inspektor alefm‘ fmelaT sana n;tulﬁasl se
i el ] | 1 ‘/ka 1g/‘/

fiﬁ tS—),/rhefghpu 1y \ fuﬁgs‘ ‘

| Dethjatian %
eljckafi/
| ot

fasﬂ1tasi pe nga/a»sz f;

/
b pelaksana{ pengawasan internal terhadap kinerja dan
| uangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan ainnya;
. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan Bupati;

o

penyusunan laporan rasil pengawasan;
pelaksanaan administ -asi Inspektorat;
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan

om0

pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan

penilaian tugas pengawvasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
Susunan Organisasi [nepektorat terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan

—



2. Kelompok Jabaten Fungsional.

c. Inspektur Pembaniu Wilayah 1 terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsioral Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

€. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;

g. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor (lan Pengawas Pemerintahan;

h. Kelompok Jabata: F ungsional. -

(2) Sekretariat dipimpir cleh Sekretaris yang berada di @vah/

dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

(3) Masing-masing Inspektur Pembantu be fa_ di| bawah dan
e B
77 VIS P
(4) Sub Bagian dipimpz‘a/ olel Kepala ,Suﬁ’b‘/"\ ba*gia‘g' yang berada

i — Al VL DA
dibawah dan be ‘gungjawab kepada Sekreta{ | *4
AT T AN AN

bertanggungjawab kepeda Inspe

[ [ |
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L “URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
T e,
(/ De fretaria
Pasal 4

ekretariat sebagaimana diriaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan
administratif ke dalam scmua unsur di lingkup Inspektorat serta
tugas lain yang diberikan olch Inspektur.

(2) Sekretariat dalam melakssnakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunya: fu ngsi :

a. pengkoordinasian rencena program kerja dan anggaran
pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analis dan penyajian lapcran hasil pengawasan serta monitoring
dan evaluasi pencapaian <inerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah

tangga;dan



€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Administrasi dan Umum
Pasal 5

Sub Bagian Administresi dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huru®b angka 1, mempunyai tugas :

a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;

b. mengelola administras: kepegawaian; e

c. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan;

e. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan por”\n Heuangan

f. melakukan persiapan selaruh re na/ké/ \u{d ﬂ ‘pegawai dan
menyelenggarakan tate u usa /a/kepega%alaﬁ a§n41

ﬁr*rfan/guhg]aWaban \ ettasJ sanaan

g. menyusun lap

#ﬁektui Be, bantu Wilayah
//
H Fasal 6

3 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, mempunyai tugas

melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kincrja dan urusan pemerintahan daerah
pada perangkat daerah scrta pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas penugesan Inspektur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektur Pembantu Wilaya1 mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusarn kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan nemerintahan daerah;

b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan
penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang tidak
berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

C. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;

d. pengkoordinasian peleksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan nemerintahan daerah;



€. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f.pelaksanaan kerjasama jengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainrya,;

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

h. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan

j-penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai

bidang tugasnya.

Bagian Ketiga e
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 7

(1) Inspektur Pembantt Khusus ebag‘alrrraﬂa dimaksud

'\
dalam Pasal 3 ayat

melaksanakan pe ggﬁ[l/) r#dak pld @/ wkoru dan
pengawasa e}aksép,;eﬁ | f/ILfna{sf bircﬂ&asyehd/ae:;h serta
ke '/rem/per}gawasanﬂurHYa‘ L =
‘Uﬁhﬂdbm 5 i\kah ‘Tuga,é“é gaimana dimaksud pada ayat

Inspe
'/fﬁk

pe yha

/ \ \\/k

; armu - Khusus mempunyai fungsi:

penyu surian kebijakan terkait pemeriksaan
us dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat

yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;

/ b. penyiapan penyustnan kebijakan terkait kegiatan
pencegahan korupsi;

C. penyiapan penyusunan kebijakan terkait
pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

€. Perencanaan dan perngkoordinasi program kerja pembinaan
dan pengawasan khusus;

f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Aparat
Penegak Hukum, dan pihak lainnya;

g. perencanaan koordnasi pelaksanaan perjanjian kerja
sama APIP APH;

h. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemeriksaan
khusus terhadap p:snyimpangan serta penyalahgunaan

wewenang yang dilakiikan oleh unsur pemerintah;

i. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara;

mem\ unyal tugas—



J.  penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

k. penanganan Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan
Kepentingan;

m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan khusus;

n. pengendalian mutu laporan hasil pengawasan; dan

o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOE JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8 T

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mel
sesuail dengan bidang tenaga {ungsional masin

an kegiatan
asmglberdasarkan

ketentuan peraturan peruncdai g-undangan. . | | f\wa 1
7 i ‘\ }\ \ i |
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(1) Kelompok F%ﬂg‘ld al” éébageﬁép‘aw dimaksud dalam

pas at (/Y)J 4hurh fib an k 24 terdifi atas sejumlah tenaga

urﬁgsuﬁ l/yagg; Iﬁterba’ dald elompok jabatan fungsional
sesua1 dengén mdang ke ahliannya.

%lbn?/p@ n Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
]i)\d,l’pl n oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan
sional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi pretama

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas meribantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan  rencana, pelaksanaan dan  pengendalian,
pemantauan dan evaluesi, serta pelaporan pada masing-masing
uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimena dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris,
Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib meneraskan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi ci lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi lain di luar Peraerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing. -

(2) Setiap pemimpin satuarn organisasi wajib mengawasi bawah@nya//

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar niengambil

]
N |
\

langkah - langkah yang dinerlukan.
/

tang@un ab memimpin

/ sl

asmg masmg\dan memberl ol

(3) Setiap pemimpin satuan crganisasi

dan mengkoordinasi b1W1 )
bimbingan serta p fuk ba{ ;pel%ksanaan t fy annya.
(4) Setiap i/\ Q u( ) érlglsaé /LMI{UU dan
aﬁﬁ £ /ufle\li(‘ dan bertang g jawab pada atasannya
/ ma51hg—fﬂa§1n§ sérﬂa rr&p,yam/pai:: laporan berkala tepat
B e

Waktu 1 : /

n yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

awahannya wajib dolah dan dipergunakan sebagai bahan

untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan

petunjuk kepada bawaharnya.

(6) Dalam menyampaikan leporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajibh disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat
melaksanakan fungs: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (4) huruf ¢ tanpa raenunggu penugasan dari Bupati.

(2) Dalam  hal hasil pelaksanaan fungsi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat

indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
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keuangan negara/daeral, Inspektur wajib melaporkan kepada

Bupati dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

3AB VI
ESELON JABATAN
Pasal 12

(1) Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau
Jabatan Pimpinan Tinggi.

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan
Struktural Eselon Il'a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa

atau Jabatan Pengawas. e -
el
EAB VII ‘M
KETENTUAN LAIN-LAIN //“\ '
Pasal 13 7 ,m\ ( Q/ ‘ | i
/ / / / | \ ‘\\ \ ‘ /,/
P , \\ ey ‘I | ==
Bagan struktur organisas l".l l ét sebag/ 1maga tercantum
er akan gian hﬂ/a isahkan dari

NTUAN PERALIHAN
Pasal 14

eraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan

pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Biipati Nomor 34 Tahun 2016 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Iaspektorat Kabupaten Jember sampai
dengan  dilaksanakanrya  pelantikan pejabat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTJAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ni berlaku, Peraturan Bupati Jember
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2016Nomor 34), dicahut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pezsal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3! Desember 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal 3! Deember

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR i %Lf



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPA
JEMBER _—
el
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER ///
e =
INSPEKTUR /
—
— — /
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL okl Sekretariat -

2\

//

/
K L

- Suygm/
R/\-\) }d inistrasi

KELOMPOK JABATAN

i L
Ir. MIRFANO

_— :/’ ’j < A FUNGSIONAL
e \ ’
4/ ] M (\ S ~ dan Umum
[ B el B N ‘ [ R ; |{ |
L | L7 AL ) = | | |
LddSpTALUL X Ciuvailiu | Ausﬂﬁnfﬂ‘ Ceuogaiu (| {u/sgentur rexmpancu mspexour rempantu inspektur rembantu
Wilayah I Wil ){ap }II L } - Wilayah III Wilayah IV Khusus
_— / \ W ) -
| / A 4 = I I |
Kelompok Jabatan {Ompﬁk/ Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan
Fungsional o /Fungsional Fungsional Fungsional Fungsional
(Auditor dan _{ (Auditor dan (Auditor dan (Auditor dan (Auditor dan
Peng;a[w(as Pengawas Pengawas Pengawas Pengawas
Pemerirntahan) Pemerintahan) Pemerintahan) Pemerintahan) Pemerintahan)

_SEKRETARIS DAERAH,

. Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

-



